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BAB 

1 PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP POLITIK HUKUM PIDANA 

 

 

A. Pengertian Politik Hukum 

Menurut Sudarto, istilah politik dipakai dalam berbagai 

arti. Perkataan politiek dalam bahasa Belanda berarti sesuatu 

yang berhubungan dengan negara atau membicarakan masalah 

kenegaraan.1 7DOFRWW�3HUVRQV�PHQJDUWLNDQ�SROLWLN�VHEDJDL�´DVSHN�

dari semua perbuatan yang berkenaan dengan usaha kolektif 

bagi tujuan-WXMXDQ� NROHNWLIµ�2 Politik menurut Hoogerwerf 

DGDODK�´XVDKD�PHQFDSDL�WXMXDQ�WHUWHQWX�GHQJDQ�VDUDQD�WHUWHQWX�

dan dalam urutan waktu teUWHQWX�µ�3ROLWLN�DWDX�GHQJDQ�NDWD�ODLQ�

¶NDELMDNDQ·� MXJD� GDSDW� GLSDKDPL� VHEDJDL� NHSXWXVDQ� \DQJ�

menggariskan cara yang paling efektif dan efi sien untuk 

mencapai tujuan yang ditetapkan Bersama.3 

Secara etimologis istilah politik hukum merupakan 

terjemahan bahasa Indonesia dari istilah Belanda rechtspolitiek, 

yang merupakan bentukan dari dua kata recht dan politiek.4 

Secara terminologis, politik hukum dapat didefinisikan sebagai 

 
1  Sudarto, Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, Polik Hukum Pidana: Kajian 

Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 

hlm.2 
2  Mudzakir, Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Politik Hukum Pidana 

dan Sistem Pemidanaanµ�� -DNDUWD�� %DGDQ� 3HPELQDDQ� +XNXP� 1DVLRQDO�� ������

hlm.8-9. 
3  Robert R.Mayer, Rancangan Penelitian dan Kebijakan Sosial, (Jakarta: CV. 

Rajawali,1997), hlm.63 
4  Imam Syaukani & A. Ahsin Thohari, Dasar-dasar Politik Hukum, (Jakarta: Raja 

Grafi ndo Persada, 2007), hlm.18-19. 
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BAB 

2 PERGESERAN POLITIK HUKUM PIDANA 

 

 

A. Pergeseran Politik Hukum Pidana Indonesia 

Perkembangan sistem peradilan pidana yang diterapkan 

di Indonesia sebagai bagian dari kebutuhan pembangunan 

masyarakat telah melahirkan dua sistem peradilan pidana 

nasional, yaitu Sistem Peradilan Pidana Berbasis Hukum Pidana 

dan Sistem Peradilan Pidana Berbasis Perundang-Undangan. Ini 

juga berlaku untuk hukum dan peraturan non-kriminal. 

Menurut beberapa pihak, berbagai peraturan perundang-

undangan di lembaga legislatif di bidang hukum pidana, 

khususnya kebijakan yang berada di luar ketentuan hukum 

pidana, cenderung berada di luar kendali Prinsip Hukum 

Pidana I yang tertuang dalam buku ini. Ia mengatakan. 

ketentuan hukum pidana. Mengingat bahwa negara-negara 

dengan sistem peradilan sipil biasanya memiliki sistem 

peradilan pidana nasional, hal ini tidak selalu meyakinkan para 

sarjana. Teori atau doktrin hukum pidana yang berlaku secara 

konsisten dikonstruksikan, demikian juga penuntutan mengacu 

pada teori dan doktrin hukum pidana yang secara konsisten 

dianutnya.21 

Selain KUHP sebagai hukum pidana materiel, sistem 

dualisme juga dialami oleh kitab induk hukum pidana formil di 

Indonesia, yaitu KUHAP. Beberapa ketentuan hukum acara 

 
21  Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hlm.8-9 
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BAB 

3 KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN (CRIMINAL POLICY) DENGAN POLITIK HUKUM PIDANA 

 

 

A. Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) 

Kebijakan kriminal atau politik kriminal (criminal policy) 

merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu 

masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.32 Selanjutnya juga 

G. Peter Hoefnagels mengemukakan beberapa definisi mengenai 

kebijakan kriminal antara lain : 

1. Criminal Policy is the science of response (kebijakan criminal 

adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan); 

2. Criminal policy is the science of prevention (kebijakan criminal 

adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan); 

3. Criminal policy is a the science of designating human behavior as 

crime (Kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang 

tingkah laku manusia sebagai kejahatan); 

4. Criminal policy is a rational total of response to crime (kebijakan 

kriminal adalah satu reaksi terhadap kejahatan yang rasional. 

Menurut Sudarto, kebijakan kriminal mempunyai 

beberapa pengertian, antara lain: 

1. Dalam arti sempit, mempunyai arti keseluruhan asas dan 

metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran 

hukum yang berupa pidana, dalam arti luas, mempunyai 

pengertian keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum 

termasuk di dalamnya cara bekerja dari pengadilan dan 

polisi; 

 
32  Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung, Alumni, 1981), hlm. 38 
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BAB 

4 PENTINGNYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN DENGAN POLITIK HUKUM PIDANA 

 

 

A. Urgensi Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana 

Disatu sisi muncul kampanye anti pidana dan hukum 

pidana sebagai reaksi terhadap kenyataan, bahwa penggunaan 

hukum pidana dan sanksinya berupa pidana sebagai sarana 

penanggulangan kejahatan bukan saja tidak mampu 

menanggulangi kejahatan secara tuntas, melainkan juga telah 

menimbulkan dampak negatif yang sangat merugikan bagi yang 

terkena, tidak boleh diabaikan. Di sisi lain hukum pidana dan 

pidana masih tetap diperlukan sebagai sarana penanggulangan 

kejahatan, karena sampai saat ini masih tetap dipergunakan dan 

sampai saat ini pula belum ada satu pun negara yang tidak 

mempergunakan hukum pidana sebagai sarana 

penanggulangan kejahatan. Bahkan penggunaan hukum pidana 

semakin berkembang sejalan dengan perkembangan kejahatan 

itu sendiri, walaupun perdebatan mengenai hukum pidana 

menurut Ankeri Anttilia40 telah berlangsung beratus-ratus 

tahun.  

Apabila hukum pidana dengan sanksinya berupa pidana 

ingin tetap dipergunakan sebagai sarana penanggulangan 

kejahatan, maka tidak ada cara lain kecuali mengupayakan agar 

penegakan hukum pidana disamping mampu menanggulangi 

kejahatan juga tidak boleh menimbulkan dampak negatif yang 

 
40  Barda Nawawi Arief, Kebijakan Sanksi Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan, 

(Semarang: Fakultas Hukum Undip 2016), hlm. 24  
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BAB 

5 PANCASILA SEBAGAI PEMBAHARUAN POLITIK HUKUM PIDANA 

 

 

A. Sistem Hukum Pancasila 

Sebagai  negara  yang  sudah  merdeka  selama  70  tahun,  

Indonesia  seharusnya  sudah mempunyai tatanan sistem 

hukumnya sendiri yang sesuai dengan kepribadian bangsa 

Indonesia. Sistem  hukum  Indonesia  tersebut  harus  dibangun  

berdasarkan  Pancasila  yang menampilkan karakteristik ke-

Indonesia an di tengah-tengah sistem hukum lain di dunia. 

Sistem hukum Pancasila merupakan suatu sistem hukum yang 

bermoral dan bermartabat. Bermoral  berarti  bahwa  sistem  

hukum  di  Indonesia  sistem  hukum  yang  merdeka  dari 

Tindakan-tindakan atau perbuatan diskrimintaip dalam 

pembuatan peraturan perundang-undangan.  Sedangkan  sistem  

hukum  yang  bermartabat  adalah  sistem  hukum  yang 

menjunjung nilai-nilai kemanusiaan terutama di bidang Hak 

Asasi Manusia.47 

Pembanguna membangun sistem hukum yang 

berkarakteristik Indonesia (Sistem Hukum Pancasila) termasuk 

di bidang hukum pidana, maka bangsa Indonesia dituntut untuk 

mengartikan hukum tidak hanya terpaku dengan kerja logika-

deduktif semata yang masuk ranah legalistik-dogmatik dan 

empirik-positivistik, melainkan juga hukum harus dibangun 

secara humanis-partisipatoris, bermoral, hukum bukan untuk 

 
47  Teguh Prasetyo, 2014. Membagun Simtem Hukum Pancasila yang Merdeka dari 

Korupsi dan Menjungjung HAM, (Jawa Tengah: Fakultas Hukum Universitas 

Kristen Satya Wacana) 
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BAB 

6 POLITIK HUKUM TERHADAP OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA 

 

 

A. Hukum Pidana dalam Rangka Optimalisasi Penegakan 

Hukum Pidana 

Penegakan hukum termasuk penegakan hukum pidana 

merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai-nilai, ide, 

cita yang bersifat abstrak menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum 

atau cita hukum memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan 

kebenaran. Dalam kaitan ini menurut Radbruch, bahwa pada 

hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang 

dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak. Ke dalam 

kelompok yang abstrak termasuk ide tentang keadilan, 

kepastian hukum dan kemanfaatan social.56 

Agar hukum dapat ditegakkan maka tatanan hukum 

harus sesuai dengan masyarakat tempat dimana hukum tersebut 

akan diberlakukan. Alasan di atas sesuai pendapat Satjipto 

Rahardjo bahwa hukum itu bukan institut yang jatuh dari langit, 

melainkan berakar pada suatu komunitas sosial-kultural 

tertentu. Komunitas tersebut dapat diibaratkan sebagai ibu yang 

menyusui anaknya. Dalam hal ini, masyarakat yang menyusui 

hukumnya dengan sekalian nilai, sejarah dan tradisinya.57 

 
56  Gustav Radbruch, Vorschule der Rechtsphilosophie. Sebagaimana dikutip Satjipto 

Rahardjo. 2009. Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. (Yogyakarta: Genta 

Publishing, 2009), Hlm. 12.  
57  Satjipto Rahardjo. Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya. (. Yogyakarta: 

Genta Press, 2008), Hlm. 31 
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BAB 

7 POLITIK HUKUM PIDANA SEBAGAI UPAYA MENUJU ARAH PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA 

 

 

A. Pembaharuan Asas-Asas Hukum Pidana  

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa asas-asas 

atau prinsip-prinsip dalam Konsep KUHP berkaitan erat dengan 

pokok pemikiran atau ide dasar yang melatarbelakangi 

disusunnya konsep. Pada intinya, ide dasar yang ingin 

diwujudkan dalam Konsep berorientasi pada ´LGH�DVDV 

NHVHLPEDQJDQµ� yang antara lain mencakup:75 

1. Keseimbangan monodualistik antara ´NHSHQWLQJDQ umum/ 

PDV\DUDNDWµ GDQ�´NHSHQWLQJDQ�LQGLYLGX�SHURUDQJDQµ� 

2. Keseimbangan antara perlindungan/kepentingan pelaku 

tindak pidana (ide individualisasi pidana) dan korban tindak 

pidana; 

3. Keseimbangan antara unsur/faktor ´REMHNWLIµ (perbuatan/ 

ODKLULDK�� GDQ� ´VXEMHNWLIµ� �RUDQJ�EDWLQLDK�VLNDS� EDWLQ��� LGH�

´daad- dader strafrechtµ� 

4. Keseimbangan antara kriteria ´IRUPDOµ dan ´PDWHULDOµ� 

5. Keseimbangan antara ´NHSDVWLDQ KXNXPµ� ´NHOHQWXUDQ� 

elastisitas/ IOHNVLELOLWDVµ�GDQ�´NHDGLODQµ� 

6. Keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/ 

internasional/ universal. 

  

 

75  Barda Nawawi Arief, Perkembangan Asas-asas Hukum Pidana Indonesia 

(Perspektif Perbandingan Hukum Pidana), (Semarang: UNDIP,2014), hlm.24. 
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8 PENDEKATAN HUMANISTIS DALAM PENEGAKAN POLITIK HUKUM PIDANA BERKEADILAN 

 

 

A. Pendekatan Humanistis Hukum Pidana Berkeadilan 

Kedudukan negara Indonesia di bawah hukum 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 

1945) adalah bahwa segala kegiatan dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara diselenggarakan menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 

berarti kamu harus Indonesia. Hukum Indonesia tentu berbeda 

dengan hukum negara lain karena mencerminkan karakteristik 

orang yang membuat dan menerapkan hukum negara tersebut. 

Negara Indonesia yang model hukumnya bercirikan keadilan 

agama, kemanusiaan, dan sosial, sebagaimana tercermin dalam 

nilai-nilai Pancasila, sudah sewajarnya bersifat religius, juga 

harus menunjukkan sifat manusiawi dan berkeadilan sosial. 

Kondisi pemerintahan dan budaya hukum masyarakat 

Indonesia. 

Mengenai reformasi hukum pidana, Bapak Sudarto 

mengatakan bahwa ketentuan hukum pidana harus 

mencerminkan ideologi politik negara di mana hukum itu 

berkembang, dan bahwa semua struktur hukum harus 

didasarkan pada pandangan politik yang kuat dan konsisten. 

Saya ingat bahwa sangat penting untuk tidak melakukannya. Di 

Jepang, pandangan politik ini didasarkan pada Pancasila, tetapi 

pandangan hukum pidana sangat erat kaitannya dengan 

PENDEKATAN HUMANISTIS 

DALAM PENEGAKAN  

POLITIK HUKUM PIDANA 

BERKEADILAN 
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BAB 

9 KEBIJAKAN HUKUM RESTORATIF JUSTICE DALAM REFORMASI POLITIK HUKUM PIDANA 

 

 

A. Restoratif Justice Dalam Reformasi Hukum Pidana 

Negara Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat), 

penegasan akan hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Menurut Daniel S. Lev, penegasan yuridis konstitusional oleh 

para founding fathers sebagaimana di atas sangatlah tepat, 

karena memang secara sosiologis berbagai golongan masyarakat 

Indonesia juga menopang/setuju negara hukum dengan 

berbagai alasan.80 Hal ini mempunyai makna bahwa semua 

subsistem dari penyelenggaraan negara Indonesia dan sistem 

ketatanegaraannya, sistem tertib sosialnya harus diatu oleh 

hukum, dan juga semua elemen alat kekuasaan negara serta 

warga negara harus patuh pada hukum yang diciptakan untuk 

negara hukum Indonesia tersebut. Inilah juga disebut paham 

konstitusionalisme yang dianut dalam negara hukum. Oleh 

karena hukum menjadi sandaran pengaturan dan penjamin 

terjaganya ketertiban, maka segala strategi penyusunan hukum, 

penggunaan hukum, perlembagaan hukum, dan penegakan 

hukum menjadi suatu hal yang sangat penting guna 

mewujudkan cita negara hukum. 

  

 
80  Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indonesia: Keseimbangan dan Perubahan, 

Cetakan I, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 386 
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BAB 

10 ARAH PEMBAHARUAN HUKUM POLITIK HUKUM PIDANA 

 

 

A. Pembaharuan Asas Hukum Pidana 

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa asas-asas 

atau prinsip-prinsip dalam Konsep KUHP berkaitan erat dengan 

pokok pemikiran atau ide dasar yang melatarbelakangi 

disusunnya konsep. Pada intinya, ide dasar yang ingin 

diwujudkan dalam Konsep berorientasi pada ´LGH�DVDV 

NHVHLPEDQJDQµ� yang antara lain mencakup:95 

1. Keseimbangan monodualistik antara ´NHSHQWLQJDQ umum/ 

PDV\DUDNDWµ GDQ�´NHSHQWLQJDQ�LQGLYLGX�SHURUDQJDQµ� 

2. Keseimbangan antara perlindungan/kepentingan pelaku 

tindak pidana (ide individualisasi pidana) dan korban tindak 

pidana; 

3. Keseimbangan antara unsur/faktor ´REMHNWLIµ (perbuatan/ 

ODKLULDK�� GDQ� ´VXEMHNWLIµ� �RUDQJ�EDWLQLDK�VLNDS� EDWLQ��� LGH�

´daad- dader strafrechtµ� 

4. Keseimbangan antara kriteria ´IRUPDOµ dan ´PDWHULDOµ� 

5. Keseimbangan antara ´NHSDVWLDQ KXNXPµ� ´NHOHQWXUDQ� 

elastisitas/ IOHNVLELOLWDVµ�GDQ�´NHDGLODQµ� 

6. Keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/ 

internasional/ universal. 

Berikut akan dikemukakan perkembangan beberapa asas 

hukum pidana di dalam Konsep KUHP yang disusun 

berlandaskan pada pokok pemikiran sistem hukum nasional 

 

95  Barda Nawawi Arief, Perkembangan Asas-asas Hukum Pidana Indonesia 

(Perspektif Perbandingan Hukum Pidana), (Semarang: UNDIP, 2014), hlm.24. 

ARAH PEMBAHARUAN 

HUKUM POLITIK 

HUKUM PIDANA 
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BAB 

11 PEMBARUAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA 

 

 

 

1. Kesalahan 

Hal yang baru adalah diberikannya definisi dari istilah 

pertanggung jawaban pidana, yaitu kondisi terpenuhinya celaan 

yang objektifdan celaan yang subjektif untuk dapat dipidananya 

seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Untuk 

pertanggungjawaban pidana ini konsep bertolak dari asas yang 

sangat fundamental, yaitu geen straft zonder schuld DWDX� ¶WLDGD�

SLGDQD�WDQSD�NHVDODKDQ·� Dirumuskan oleh Konsep bahwa tidak 

seorangpun yang melakukan tindak pidana dapat 

dipertanggungjawabkan tanpa adanya kesalahan. Pengertian 

dari asas ini menunjukkan bahwa seseorang tidak dapat 

dipidana apabila tidak mempunyai kesalahan, baik berupa 

kesengajaan maupun kealpaan. Jadi prinsipnya bertolah dari 

¶SHUWDQJJXQJMDZDEDQ pidana berdasarkan asas NHVDODKDQ·� 

Menurut Simons, pengertian kesalahan adalah adanya 

keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan 

pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan 

perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang 

itu dapat dicela karena perbuatannya. Untuk adanya suatu 

kesalahan, terdakwa harus melakukan perbuatan pidana (sifat 

melawan hukum); di atas umur tertentu dan mampu 

bertanggung jawab; mempunyai suatu bentuk kesalahan yang 

berupa kesengajaan atau kealpaan; tidak ada alasan pemaaf.36 

  

PEMBARUAN 

PERTANGGUNGJAWABAN 
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